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ABSTRAK 
 
Nama   : Eva Liana  
NIM   : 150104033 
Fakultas/Prodi  : Syari’ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam 
Incest Dengan Hukum Adat  (Studi Kasus Di Gampong Lawe 
Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan) 
Pembimbing I  : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si 
Pembimbing II : Husamuddin Mz. Lc. MA. 
Kata Kunci  : Sanksi Adat, Incest 
 
Gampong Lawe Sawah merupakan sebuah Gampong yang berada di Kecamatan 
Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai aturan dalam mengatur 
kehidupan masyarakatnya. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Gampong 
Lawe Sawah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan sudah membudaya dalam 
diri masyarakat. Dimana pernah terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan terhadap 
keluarga sendiri, pelanggaran ini diatur dalam Keputusan Musyawarah Rakyat 
Kecamatan kluet Selatan tertulis dalam Bab 5 Pasal 1 ayat 11 tentang Adat 
Perkawinan. Pertanyaan penelitian dalam  skripsi ini adalah bagaimana masyarakat 
Gampong Lawe Sawah menyelesaikan kasus incest dengan hukum adat dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku incest di Gampong 
Lawe Sawah. Penelitian ini menggunakan  motede penelitian kualitatif, data 
dikumpulkan melalui wawancara dan tulisan. Sumber wawancara berupa narasumber 
dari Keuchik, Tuha Peut, Imuem Mukim. Sedangkan tulisan yaitu melalui buku-buku 
yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
penyelesaian pelaku Incest dengan hukum adat melalui tiga tahapan. Tahap pertama 
memberikan keterangan tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat 
Gampong. tahap kedua para pelaku ditempatkan sementara dirumah salah satu 
perangkat Gampong. Tahap ketiga adalah tahap penentuan sanksi yaitu melalui 
musyawarah lembaga adat. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi 
adat dalam penyelesaian pelaku Incest di Gampong Lawe Sawah bertentangan 
dengan hukum Islam yang berlaku, dalam hukum Islam pelaku zina ghairu muhsan 
dicambuk 100 kali sedangkan dalam hukum adat diberlakukan sanksi pemotongan 
seekor kerbau serta kelengkapannya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan proses 
peradilan adat bisa menyelesaikan permaslahan tanpa harus melalui proses jalur 
hukum, namun apabila perkara tidak dapat diselesaikan secara peradilan adat maka 
akan diberikan kepada pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut. 
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KATA PENGANTAR 
       
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, dengan kudrah irodah-
Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam penulis 
sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan 
sahabatnya yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan 
nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua 
menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. 
Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Ar-raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan 
memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada program 
Sarjana (S-1) untuk itu penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Penyelesaian Pelaku Incest dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong 
Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)”. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kepada orang tua, 
Ayahanda Idris dan Ibunda yang kusayangi Sumaiyah, yang telah mencurahkan 
segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian, sembah sujud penulis haturkan yang 
tiada henti-hentinya yang selalu mendoakan dan memberi dorongan moril maupun 
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materil selama menempuh pendidikan dan saudara-saudara tercinta Weni Piana dan 
Nawir Saimin yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis, hanya 
ucapan terima kasih yang mampu penulis haturkan, segala kebaikan dan jasa-jasamu 
akan di nilai oleh Allah SWT. 
Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak 
mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian 
dan penyusunan skripsi ini akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta 
dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati 
menyampaikan terima kasih kepada bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si. selaku 
pembimbing I dan bapak Husamuddin Mz, Lc, MA., selaku pembimbing II yang 
telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan 
kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Muhammad Siddiq,M.H.,Ph.D, ketua 
prodi Hukum Pidana Islam bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag, dan Israr Hidayadi, Lc, MA. 
Kepada bapak Chairul Fahmi,M.A. sebagai penasehat Akademik, kepada dosen prodi 
HPI dan seluruh staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran yang 
telah membimbing penulis selama masa pendidikan di fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Ar-Raniry. 
Terima kasih sebesar besarnya kepada Fakhrul jani yang telah banyak 
membantu selama penulisan skripsi,dan kepada teman saya rini febrianti, linda 
maulida, nana afrida dewi, baidatun nissa. Dan ucapan terima kasih kepada Pasukan 
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Elit, dan teman-teman, Hukum Pidana Islam letting 15 yang tidak dapat saya 
sebutkan satu persatu atas segala perhatian kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia 
yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan 
selama perkuliahan yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 
dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Akhirnya penulis berharap skripsi ini 
dapat bermanfaat mendapat limpahan rahmat dari Allah Swt, senantiasa tercurah 
kepada kita semua, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
  
 
Banda Aceh, 26 Maret 2019 
     
 
        
Eva Liana 
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TRANSLITERASI  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب B 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت T  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik di 
atasnya 
19 غ g 
 
5 ج J  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
dibawahnya 
21 ق q 
 
7 خ Kh  22 ك k  
8 د D  23 ل l  
9 ذ Z 
z dengan titik di 
atasnya 
24 م m 
 
10 ر R  25 ن n  
11 ز Z  26 و w  
12 س S  27 ه h  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik di 
bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik di 
bawahnya 
    
 
2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
  ٙ  Fathah A 
  ٙ  Kasrah I 
  ٙ  Dammah U 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan  
Huruf 
  ٙي  Fathah dan ya ai 
  ٙ و  Fathah dan Wau au 
 
Contoh: 
فيك: kaifa    لوه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan tanda 
  ٙ١/ي  Fathah dan alif  
atau ya 
ā 
  ٙي  Kasrah dan ya ī 
  ٙي  
Dammah dan 
waw 
ū 
 
Contoh: 
 َلاَق  : qāla 
ىَمَر  : ramā 
  َلْيِق   : qīla 
  ُلْوُق َي   : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
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Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan  
dammah,  transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h. 
 
Contoh: 
ُ ةَضورأَلافأَط ألْا : raudah al- atfāl/raudatul atfāl 
ةَر ََّون  ملأا  َُةنأيِدَملأا : al-Madīnah al- Munawwarah/ 
al Madīnatul Munawwarah 
ُأةَحألَط : Talhah 
 
Catatan: 
 
Modifikasi: 
1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 
kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Perzinaan dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu  perbuatan yang tidak 
bermoral dan dianggap sebagai  jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama kecuali 
perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya baik 
yang di lakukan oleh orang yang belum menikah maupun orang sudah menikah. 
Selama persetubuhan yang dilakukan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal 
ini disebut zina dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi 
rasa nilai kepidanaannya walau hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. 
Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai 
pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas, zina diharamkan 
dalam segala hal. 
Berbeda halnya dengan pandangan hukum positif yang bersumber dalam 
hukum Barat. Dalam hukum postif zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan 
tentu tidak di hukum selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan 
suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata. Dalam 
KUHP perbuatan zina yang memungkinkan untuk di hukum adalah perbuatan zina 
yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang 
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telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum 
menikah tidak termasuk dalam larangan.
1
 
Kejahatan dalam hukum pidana Islam, didefenisikan sebagai larangan hukum 
yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. 
Dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.
2
  
Islam adalah yang dasar hukumnya bersumber dari Al-qur’an dan Hadist, sehingga 
dalam pelaksanaan hukumannya Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, 
hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Al-
qur’an dan Hadist tersebut, dan akal di jadikan sebagai alat dalam pemecahan hukum-
hukumnya.
3
 
Teori hukum pidana, dinyatakan bahwa jika seorang telah positif melakukan 
tindak pidana (jarimah hudud ) salah satunya yaitu zina serta telah cukup bukti dan 
syarat untuk di jatuhi hukuman had, maka pelaku akan diancam dengan hukuman 
yang telah ditentukan oleh Al-qur’an. Sebagaimana yang telah di atur dalam Al-
qur’an surah An-nur: 2 
                                                             
1 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), Cet 2, (Bandung CV. Pustaka Setia, 
2000), hlm. 69. 
2
 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 
20. 
3
 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, cet 16 (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 57. 
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                                     
                             
Artinya; “ Perempuan yang berzina dan laki-laki  berzina, maka deralah tiap-tiap 
orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang 
beriman.’’ 
 Larangan yang sangat tegas dan ancaman terhadap pelaku zina sebagaimana 
yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-qur’an, maka jelaslah bahwa hukuman zina 
itu haram. Hal ini tidak di perselisihkan oleh semua ulama yang ada, adapun alasan 
kenapa Allah melarang perbuatan zina karena zina itu perbuatan yang buruk dan keji 
sedangkan cara yang di tempuh merupakan cara yang paling buruk, oleh karena itu 
Allah telah memberikan cara yang paling baik yaitu melalui perkawinan.
4
 
Sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat yang 
disebut dengan hukum adat yang merupakan salah satu bidang hukum yang menjadi 
panutan dan implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan 
kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/ kelompok masyarakat dalam suatu 
negara, serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri. Peraturan hidup itu 
                                                             
4 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 274.  
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memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah di dalam 
masyarakat.
5
 
Dalam kehidupan sehari-hari dalam anggota masyarakat mempunyai berbagai 
pergaulan, sehingga mempunyai nafsu besar yang  tidak bisa dibendung ketertiban 
yang seharusnya tercipta dengan adanya aturan-aturan yang telah ada khususnya 
dalam masyarakat Aceh menjadi tidak terlaksana secara menyeluruh. Hal ini 
disebabkan karena terjadi perzinaan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik yang 
dilihat secara langsung maupun tidak. Hal ini disebabkan karena kurangnya mengenal 
agama, dan pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi seperti Media sosial, 
Handphone, Televisi, dan seiring masuknya budaya-budaya baru yang sebetulnya 
tidak sesuai dengan norma setempat. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapat 
informasi dan mengakses hal yang bersifat negatif yang tidak sesuai dengan kondisi 
yang mengakibatkan masyarakat dapat melihat berita tidak layak dan bahkan 
melakukan hal tersebut termasuk prilaku incest. 
Incest dalam hukum Islam, tergolong dalam perbuatan zina karena zina 
merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki 
ikatan pernikahan. Sedangkan Pengertian incest adalah hubungan seksual yang  masih 
ada hubungan darah, dan mempunyai hubungan kekeluargaan. Bagi pelaku zina yang 
                                                             
5
 Badruzzaman Ismail, Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat cet 1, (Banda Aceh: Gua 
Hira, 2003), hlm. 1. 
5 
 
 
  
sudah menikah dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali kemudian dirajam sampai 
mati, sedangkan jika pelakunya belum pernah menikah maka hukumannya adalah di 
dera (cambuk) 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dalam hukum Islam incest 
termasuk zina karena Islam melarang adanya perkawinan bagi seorang yang 
mempunyai hubungan darah atau mahram, semua orang yang haram dinikahi 
selamanya karena keturunan persusuan atau pernikahan.  
Dalam qanun jinayat Aceh sistem penyelesaian terhadap pelaku jarimah zina 
diatur dalam Pasal 33 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah 
zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Sedangkan bagi 
orang yang melakukan zina terhadap mahramanya diatur dalam Pasal 35 setiap orang 
yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan 
mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat yang dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta”zir denda paling banyak 100 gram emas 
murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.6 
Sistem penyelesaian salah satu kasus incest atau perzinaan sedarah yang 
terjadi di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. 
Perzinaan yang dilakukan oleh seorang abang terhadap adik kandungannya sendiri 
yang diselesaikan secara hukum adat. Tindak pidana incest ini merupakan perbuatan 
yang tidak bermoral yang menjadi korban dari pelampiasan seks  keluarganya sendiri 
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 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, cet ke 1 (Banda Aceh: 
Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 25-26. 
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yang memiliki hubungan darah  (satu orang tua), dilakukan dirumahnya sendiri di 
Gampong Lawe Sawah. Pada kasus ini pihak perangkat Gampong wajib memberikan 
arahan serta bimbingan supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali dalam 
kehidupan masyarakat karena masyarakat hidup terikat oleh norma-norma yang 
berlaku yaitu adat istiadat Gampong.  
Dalam menyelesaikan permasalahan ini pihak adat Gampong memberikan 
sanksi kepada kedua belah pihak sanksi adat seekor kerbau dan selengkapnya seperti 
pinang ceranu yang berarti sirih dalam puan serta beras dan berbagai macam 
keperluan memasak kerbau sanksi adat yang diberikan kepada pelaku incest sesuai 
dengan adat setempat. Sebagaimana yang telah di atur oleh hukum adat dalam 
Keputusan Musyawarah Kecamatan Kluet Selatan yang juga berlaku dalam Gampong 
Lawe Sawa.  Tertulis dalam Bab 5 tentang Adat Perkawinan ayat 11 huruf (b) Tahun 
1978. “Bagi pasangan pemuda dan pemudi yang melakukan perzinaan yang tidak bisa 
menikah. Maka kedua belah akan dikenakan sanksi adat seekor kerbau dan 
selengkapnya serta diasingkan selama satu tahun.
7
 
Hukum adat tersebut dijadikan pedoman bagi masyarakat Gampong Lawe 
Sawah dalam menyelesaikan kasus incest yang dianggap perbuatan yang tidak 
bermoral yang terjadi dalam masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Tuha Peut 
Gampong. Beliau menjelaskan bahwa  hal yang membedakan penghukumannya 
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 Keputusan Musyawarah Rakyat Kecamatan Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan yang 
Berlangsung Tgl. 21 dan 22 November 1978. 
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hanya pada sistem pengasingan yaitu berlaku selama 3 tahun, dan yang dikenakan 
sanksi pengasingan adalah pihak laki-laki tidak ditentukan lokasi pengasingannya. 
Dilakukan pengasingan setelah selesai pembayaran sanksi adat Gampong yang telah 
ditetapkan sesuai dengan keputusan musyawarah perangkat Gampong serta 
masyarakat setempat.  Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan antar sesama 
masyarakat agar perkara tersebut tidak akan terulang lagi dan membuat efek jera bagi 
pelakunya.
8
   
Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini 
dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pelaku Incest  
dengan Hukum Adat (Studi Kasus Di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet 
Timur Kabupaten Aceh Selatan) 
1.2   Rumusan Masalah  
1. Bagaimana masyarakat Gampong Lawe Sawah menyelesaikan kasus incest 
dengan hukum adat ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku incest yang di 
Gampong Lawe Sawah ? 
1.3  Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui masyarakat Gampong Lawe Lawah menyelesaikan kasus 
Incest dengan hukum adat. 
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 Hasil Wawancara dengan Idris salah satu Tuha Peut gampong tgl 28-Agustus-2018 
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2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat terhadap 
pelaku incest di Gampong Lawe Sawah 
1.4. Penjelasan Istilah 
Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan untuk menghindari 
terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang akan pembaca 
dapatkan dalam proposal ini maka penulis perlu menjelaskan istilah yang di 
anggap perlu untuk diuraikan, yaitu sebagai berikut: 
1. Hukum Islam 
Hukum Islam merupakan ketentuan-ketentuan agama Islam (syariah) 
dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam bersumber dari Alqur’an dan Al-
Hadits, dengan demikian hukum dalam hukum Islam meliputi norma-
norma agama, norma susila (akhlak), dan norma sosial yang diajarkan 
oleh syariah.
9
 
2. Sanksi Adat 
Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari 
pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. 
Sedangkan, Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang dilakukan terus-
menerus, dipertahankan oleh para pendukungnya. Setiap bangsa atau 
masyarakat memiliki kebudayaan-kebudayan sendiri. Jadi sanksi adat 
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 Syamsul Anwar, Pemikiran Usul Fikih Al-Gazzali, (Yogyakarja: Suara Muhammadiyah, 
2015), hlm. 260. 
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adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-
aturan yang telah disepakati. 
3. Hukum Adat 
Hukum adat yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan 
kebiasaan. Kebiasaan ini dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, 
maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh 
pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Dalam hukum adat dipakai 
istilah undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan dan lembaga 
asli.
10
 
4. Incest   
 Kamus Hukum inses adalah hubungan kelamin/seksual antara dua 
orang saudara kandung.
11
 Sedangkan inses menurut istilah adalah 
hubungan kelamin antar pasangan yang mempunyai hubungan keluarga 
atau hubungan dekat.
12
 
Jadi incest adalah hubungan badan/intim antara dua orang yang masih 
memiliki hubungan kekeluargaan (Nasab). Biasanya incest terjadi antara anak 
perempuan dengan Ayah kandung antara Adik dengan Abang kandung. 
Hubungan darah ini tergolong dalam perbuatan zina dan  islam melarang adanya 
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 Bushar  Muhammad, Asas-Asas Hukum  Adat (suatu pengantar), (Jakarta: PT Pradiya 
Paramita, 2006), hlm. 1. 
11
 Sudarsono,Kamus Hukum Edisi Baru, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.184. 
12
 Timbul Haryono, Ensiklopedi Nasional Indonesia, juz 7, (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), 
hlm. 53. 
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perkawinan bagi seseorang yang mempunyai hubungan darah atau mahram semua 
orang yang haram untuk dinikahi selamanya, karena keturunan serta persusuan. 
1.5  Kajian Pustaka 
 Kajian kepustakaan dalam mebahas proposal ini digunakan penulis untuk 
memecahkan permasalahan melalui sumber-sumber dan buku-buku yang 
berhubungan dengan yang penulis kaji dalam kepustakaan ini berbagai penelitian 
yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Abd Kadir yang berjudul Tinjauan 
Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak (Studi 
Kasus Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2011). Mahasiswa bagian 
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2012  
Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana Incest, dan untuk mengetahui upaya yang perlu di lakukan untuk 
mencegah dan menanggulangi tindak pidana incest di Kabupaten Takalar.
13
 
2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian 
Viktimologi Menurut Hukum Islam yang di tulis oleh Fandri. Mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam 
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 Abd. Kadir, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak 
(Studi Kasus Wilayah Kabupaten Takalar, (Universitas Hasunuddin Makasar 2012). 
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Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap 
korban inses.
14
 
3. Kajian pustaka dalam skripsi ini adalah “Sanksi Pelaku Inses menurut 
Enakmen Jinayah Syariah Selangor ditinjau  menurut Hukum Islam”. Yang 
ditulis oleh Mohd Aslam Bin MD Nawi, Mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan 
jinayah wa al-Siyasah Universitas Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. 
Penelitian ini membahas tentang Sanksi-Sanksi yang diberikan bagi pelaku 
incest.
15
  
4. Adapun yang menjadi kajian pustaka dalam skripsi ini diantaranya adalah 
skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana 
Pemerkosaan Yang Di Lakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandungnya  
(Studi kasus di kota Makassar Tahun 2012-2014)” yang di tulis oleh Widyah 
Angraini. Mahasiswa jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. Penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya tindak 
pidana incest dan untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk 
mencegah dan menanggulangi tindak pidana incest Makassar.
16
 
        Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN-Ar-Raniry 
Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas tentang tinjauan hukum Islam 
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 Fandri, Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Viktimologi Menurut Hukum 
Islam, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2015). 
15
 Mohd Aslam Bin MD Nawi, Sanksi Pelaku Inses Menurut Enakmen Jinayah Syari’ah 
Selangor Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Universitas Institute Agama Islam Negeri Ar-Raniry) 
16
 Widyah Angraini, Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandungnya Studi kasus di kota Makassar ,(Universitas 
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terhadap penyelesaian pelaku Incest dengan hukum adat (Studi kasus di ampong 
Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan). Untuk 
memperdalam pemahaman tentang manfaat kehidupan yang saling menghormati 
dalam masyarakat. Penulis berharap karya tulis  ini bisa dijadikan sebagai pelengkap 
bila diperlukan dikemudian hari. 
1.6 Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek 
penelitian, dengan menggunakan metode yang tepat. Penulis akan mendapatkan 
kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang akan dihadapi. Penelitian 
sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan serangkaian proses 
yang panjang.
17
 Maka oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang ingin penulis 
kaji, jenis penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (field research). 
1.6.1 Jenis penelitian dalam penulis ini menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data, antara lain:  
1. Field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian suatu kasus memutuskan 
perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara intensif dan terperinci 
mengenai latar belakang keadaan sekarang yang di permasalahkan  masalah 
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 Burhan Bungin (Ed), Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2001), hlm. 75. 
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atau kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan secara mendalam sehingga 
hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu. Kasus bisa 
terbatas pada satu orang, satu keluarga, satu desa, satu daerah, satu peristiwa, 
atau suatu kelompok terbatas lain.
18
 Dalam hal ini penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data yaitu dengan cara : 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun kelapangan melakukan 
pengamatan guna memperoleh data yang diperlukan baik primer 
maupun sekunder. Observasi adalah mengamati secara langsung 
terhadap gejala yang akan diteliti. 
b. Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang 
dilakukan secara langsung pada perangkat gampong dalam pihak ini 
adalah pihak Geucik, Imum mukim,Tokoh Pemuda,Tuha peut, dan 
segala pihak yang berkaitan dalam penelitian penulis. 
c. Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 
dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari 
pencatatan sumber-sumber informasi, khusus dari tulisan, buku, 
undang-undang sebagian. 
2. Library Research  (Penelitian Kepustakaan) yaitu mengadakan penelitian 
dengan cara mempelajari, menelaah bahan-bahan pustaka yang relavan dan 
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 Beni Ahmad Seabani, Metode Penelitian Hukum, cet, ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 
hlm. 58. 
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membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 
menjadi obyek penelitian.
19
 
1.6.2. Sumber Data 
1. Data primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi 
penelitian. Di lakukan melalui wawancara dengan orang-orang yang dapat 
dijadikan sebagai sumber data. Selanjutnya nanti penulis akan mengadakan 
wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian 
terhadap tindak pidana incest, guna untuk mengetahui langkah-langkah dan 
kebijakan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi kasus incest tersebut, agar 
tidak terulang lagi dikemudian hari. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan data yang berkenaan dengan topik penelitian yang 
diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa, 
buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-
artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam 
penulisan skripsi ini. 
1.6.3.  Lokasi Penelitian  
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Penelitian ini dilakukan di Gampong Lawe Sawah  Kecamatan Kluet Timur 
Kabupaten Aceh Selatan, terhadap tindak pidana incest beserta sanksi-sanksi yang 
berikan dalam menyelesaikan secara hukum adat digampong tersebut. 
1.6.4.  Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan 
dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan 
sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan 
hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap 
permasalahan yang diteliti. 
1.6.5. Teknik Penulisan 
Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini 
mengikuti buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Adapun pengutipan ayat-ayat Al-qur’an 
merujuk kepada Al-qur’an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen 
Agama tahun 2005. 
1.7 Sistematika Pembahasan 
Bab Satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode 
penelitian, sistematika pembahasan. 
16 
 
 
  
Bab Dua, membahas tentang pengertian tindak pidana Incest, Landasan 
hukum  Incest dalam hukum Islam, unsur-unsur jarimah incest, faktor-faktor yang 
melatar belakangi timbulnya incest, hukuman terhadap pelaku incest, dan tujuan 
penghukuman terhadap pelaku incest,  
Bab Tiga, Membahas tentang profil Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet 
Timur, Tahap-tahap penyelesaian pelaku incest dengan hukum adat, Bentuk-bentuk 
sanksi adat terhadap pelaku incest, Tinjauan hukum Islam Terhadap sanksi adat 
dalam penyelesaian pelaku Incest di Gampong Lawe Sawah. 
 Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-
saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang 
membaca. 
 
 
17 
 
BAB DUA 
SANKSI BAGI PELAKU INCEST  DALAM HUKUM ISLAM 
2.1 Pengertian Tindak Pidana Incest 
 Incest berasal dari bahasa latin estus yang berarti murni. Sementara incestus 
berarti tidak murni, dalam bahasa Inggris Incest adalah  hubungan sedarah, Dalam 
kamus bahasa Indonesia inses adalah hubungan seksual atau perkawinan dua orang 
yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum dan Agama.
20
  Inses 
dalam bahasa Arab disebut dengan ghisyan al-maharim, sifah al-qubra atau zina al-
maharim yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara 
mereka oleh Syariah  karena ras kekerabatan.
21
  Sedangkan inses menurut istilah 
adalah hubungan kelamin antara pasangan yang mempunyai hubungan keluarga yang 
dekat.
22
 
 Secara umum incest adalah suatu hubungan seksual yang di lakukan oleh dua 
orang yang masih ada hubungan pertalian sedarah maupun perkawinan.
23
 Perbuatan 
incest ini bukan saja haram sebagaimana haramnya perzinaan, tetapi juga merupakan 
tindakan yang sangat keji, bukan hanya haram dikarenakan keharaman zina melainkan 
juga keharaman hubungan seksual dengan mahram. Dengan kata lain incest dikatakan 
                                                             
20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
Keempat, (Jakarta: PT Gramedia 2008), hlm. 539. 
21
 Munir al-Ba’albakki, Kamus al-maurid: Injelizi-‘Arabi, ‘Arabi-Injelizi: Madah: Inses 
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 Timbul Haryono, Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), hlm. 
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 Ranuhardoko, Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 
334. 
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telah melaku  kan dua keharaman sekaligus: keharaman zina dan keharaman menodai 
hubungan sedarah (Mahram). Fakta incest ini adalah fakta zina karena hubungan 
seksual tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah.
24
 
 Barda Nawawi Arif, mendefenisikan incest sebagai persetubuhan anggota 
keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.
25
 Menurut 
penjelasan sosiologis hubungan sumbang diketahui berpotensi tinggi menghasilkan 
keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan 
letal (mematikan). Menurut pandangan mayoritas fukaha seperti Imam Maliki, Asy-
Syafi’i ulama Zahiriyah,  Zaidiyah bahwa menyetubuhi mahram (incest) merupakan 
perbuatan zina. 
  Jadi Incest adalah hubungan badan/intim antara dua orang yang masih 
memiliki hubungan kekeluargaan (Nasab). Biasanya incest terjadi antara anak 
perempuan dengan Ayah kandung antara Adik dengan Abang kandung. Hubungan 
darah ini tergolongan dari perbuatan zina dan Islam melarang adanya perkawinan bagi 
seseorang yang mempunyai hubungan darah atau mahram. Semua orang yang haram 
untuk dinikahi selama karena keturunan serta persusuan. 
 
 
                                                             
24 Perkawinan Sedarah (Incest) dalam Pandangan Syariat Islam Oleh Tengku Azhar, Lc. 
Http:// New-ydsui.Blogspot.co.id, diakses tanggal 15 Desember 2018. 
25
 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 
Kejahatan, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 261. 
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2.2.  Landasan Hukum Incest dalam Hukum Islam 
 Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia 
atas nash Al-qur’an maupun Al-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia, ketentuan 
Allah menempatkan masalah perzinaan sebagai ranah hak Tuhan yang menentukan. 
Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagian hidup manusia didunia 
maupun diakhirat kelak, dengan mengambil jalan segala yang bermanfaat dan 
mencegah atau menolak yang mudarat dalam kehidupan.
26
 
 Larangan incest tidak terdapat perbedaan yang tajam antara pakar hukum 
pidana umum dan hukum pidana Islam, karena di dalam masyarakat mana pun, dan 
dalam ajaran agama yang berlaku di Indonesia, khususnya agama Islam yang 
mencakup kandungan hukum Islam sangat melarang adanya hubungan seksual secara 
incest (sumbang mahram).
27
 
 Landasan larangan incest terdapat dalam Al-qur’an dan Hadist, sejauh 
penelusuran penulis dalil-dalil incest terdapat dalam Al-qur’an yaitu surat An-Nisa’ 
ayat 22 dan surat Al-Mujadalah ayat 2. 
a) Al-qur’an 
Pertama Al-qur’an surat An-Nisa: 22 
AL-QUR’AN 
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Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat 
keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.(Qs. An-
nisa:22) 
Ayat ini turun berkaitan dengan Hishn bin Abi Qais yang menikahi isteri 
bapaknya (ibu tiri) yang bernama Kubaisyah binti Ma’n, berkaitan dengan al-
Aswad bin Khalaf yang menikahi isteri ayahnya. Asy’ats bin Sawar berkata, Abu 
Qais meninggal dunia, ia termasuk kelompok sahabat Anshar yang saleh. Lalu 
putranya datang untuk meminang  isteri yang ditinggalkannya, lalu ia berkata 
“Sesungguhnya saya telah menganggapmu sebagai anak akan tetapi, saya akan 
datang menemui Rasulullah saw  terlebih dahulu untuk bertanya tentang hal ini. 
Lalu ia pun datang menemui Rasulullah saw. Menjelaskan masalah tersebut, lalu 
Allah SWT menurunkan ayat ini.
28
 
Al-qur’an surat An-Nisa ayat 22 yang melarang menikahi isteri dari ayah 
kandungnya, dalam surat tersebut memang tidak disebutkan hukuman terhadap 
orang yang melanggarnya, tetapi hadist Rasulullah lebih tegas menunjukkan 
keharaman atau larangan menikahi perempuan yang dikawini ayahnya. Hal itu 
tentu berkaitan dengan tujuan perkawinan.
29
 
 
                                                             
28 Wahab az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, cet ke 1, (Jakarta: Gema 
Insani, 2013), hlm. 649. 
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 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau 
dari Hukum Islam, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 174. 
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Kedua Al-qur’an surat Al-Mujidalah: 2  
AL-QURAN  
Artinya: “Orang-orang yang Menzhihar isterinya diantara kalian, (menganggap 
isterinya sebagai ibunya), padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. 
Ibu-ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka dan 
sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan 
mungkar dan dusta. Sesungguhnya  Allah Maha pemaaf lagi maha 
pengampun(Qs.Al-Mujadilah:2).
30
 
Sebab turunnya ayat Al-Mujadilah, Imam al-Hakim meriwayatkan yang 
dinilainya Shahih dari Aisyah ra. Yang berkata, “Maha mulia Allah yang 
pendengaran-Nya  meliputi segala sesuatu. Kedatangannya pada saat itu adalah 
untuk mengadukan prihal suaminya kepada Rasulullah, Khaulah berkata, wahai 
Rasulullah Saw, ia telah menghabiskan masa muda dan saya telah melahirkan 
banyak anak untuknya. Akan tetapi, ketika saya telah beranjak tua dan tidak bisa 
melahirkan lagi maka ia men-zhihar saya, ya Allah saya mengadukan kepedihan 
hati ini kepada Engkau. Tidak berselang lama, Malaikat Jibril langsung turun untuk 
membawa rangkaian ayat ini.
31
  
Berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa’labah 
yang telah dizhihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, yaitu dengan mengatakan 
kepada isterinya: “Kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud dia tidak 
boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya.” 
                                                             
30 Mochtar Naim, Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al-qur’an yang berkaitan dengan 
Hukum, (Jakarta: Bismar Sirega, 2001), hlm. 194. 
31 Mardani, Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam, cet ke 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 56. 
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Menurut adat Jahiliah mengadukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah 
menjawab bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah Swt. Pada riwayat 
yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan 
dia. Lalu Khaulah berkata: suamiku belum menyebutkan kata-kata talak kemudian 
Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan 
dalam hal ini, sehingga turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.
32
 
b) Hadist 
Sejauh penelusuran penulis terdapat dua Hadist tentang keharaman incest dari 
Hadist riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud, 
 Pertama Hadist riwayat Ibnu Majah: 
س ابع نبا نع  ؛لاق :لاق الله ل وسر ىلص الله و هيلع ملس :نم عقو ذ ىلع تا
رحم ماف  ه ولتق. (هج ام نب ا ه ا و ر )   
Artinya : Dari ibnu Abbas ra “ Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: “ Barang 
siapa yang Berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia.’’33 
Kedua Hadist Riwayat Abu Daud: 
 
 
                                                             
32
 Ibid., hlm. 57.  
33
 Muhammad  Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, cet 2 (Jakarta: Pustaka 
Azzam 2007), hlm. 474. 
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ا نعنب ءاربل ز اع،ب  ل اق: أانيب انأ ف وط إ ىلعيل لب ،تلضإ ذألبق   
روف و أ بكراءا ول مهعم س، ا لعجفلأ نم يتل زنمل يب ن وفيطي بارع  
يبنل اذإ ، اوج رختس اف ةبق ا وت أ  اهنملاجر ؟ هنع تل أسف ،هقنعا وبرضف ،
هيب أ ةأ رم اب سرعأ هنأ اوركذف.(دواد وب أ هاور)  
Artinya:“ Dari al Bara’ bin ‘Azib, ia berkata,“ ketika aku tengah berkeliling mencari 
seekor untaku tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok 
penunggang kuda atau pasukan infantri (penunggang kuda perang) yang 
tengan membawa bendera. Orang-orang itu mengajakku turut pergi 
bersama mereka lantaran kedekatan dengan Nabi saw. Lalu orang itu 
bergegas mendatangi sebuah rumah kubah dan mengeluarkan paksa 
seorang laki-laki yang kemudian langsung mereka tebas lehernya, maka 
aku bertanya alasan mereka melakukan tindakan tersebut lantas mereka 
mengatakan bahwa lelaki itu telah menikahi istri bapaknya (pernikahan ala 
jahiliah dan pelakunya dianggap sebagai murtad ”.34 
Kemudian dalam hadist yang lain: 
نع ،ءربلا لاق :تيقل يمع هعمو ،ةيار تلقف ،هل أ ني ؟ديرت لاق :ثعبين وسر ل ،الله 
ىلإ ر لج حكن ةأرما أ ،هيب أف رم ين نأ برظأ ،هقنع  ذخاوام هل  
Artinya:  “Dari Al Barra’, ia berkata,  “ Aku pernah bertemu dengan pamanku yang 
tengah bersama kelompok pasukan perang, lalu aku berkata kepadanya, 
hendak kemana (Paman) pergi?’ Pamanku menjawab, Rasulullah telah 
mengutusku untuk menemui seorang lelaki yang telah menikahi isteri 
ayahnya, dan beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya 
(membunuhnya) dan merampas hartanya.
35 
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 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud  (Jakarta: Pustaka Azzam, 
2006), hlm. 126. 
35 Ibid., hlm. 127. 
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Hadist di atas jelas pengharaman terhadap perbuatan incest. Mengharamkan 
(menikahi) isteri-isteri bapak sebagai penghormatan dan pemuliaan serta 
penghargaan bagi bapak, dan tidak layak mantan isteri bapak digauli bahkan 
hal itu diharamkan bagi seorang anak, walau hanya sekedar akad saja. 
Hukuman bagi orang yang berzina dengan mahram adalah dibunuh, baik ia 
seorang yang sudah menikah maupun belum menikah. Dalam Islam perbuatan 
seperti ini tidak dibenarkan, karena Islam sangat memperhatikan tingkah laku 
manusia terhadap kepentingan dan kemaslahatan manusia.
36
 
Berdasarkan landasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan 
mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab 
keturunan, persusuan. Larangan hubungan sedarah dikarena berpotensi tinggi 
dapat menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, tidak ada satu pun 
hal yang diharamkan didalam Al-qur’an yang tidak mengandung mudharat 
(bahaya) sesungguhnya perbuatan incest itu sangat keji dan dibenci oleh Allah. 
2.3. Unsur-Unsur jarimah Incest 
Dalam  defenisi qanun jinayat zina adalah setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan jarimah zina diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 kali. 
Sedangkan persetubuhan yang dilakukan dengan mahram terdapat dalam qanun 
jinayat Aceh Pasal 34 yaitu setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan 
                                                             
36
 Rachmat Syafe’i, Al-hadist: Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum, (Bandung: CV. Pustaka 
Setia, 2000), hlm. 187. 
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anak, selain diancam dengan Uqubat Hudud  100 kali cambuk dapat ditambah 
dengan ‘Uqubat Ta’zir atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni 
atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
37
  
Perzinaan mempunyai berap a unsur, baik unsur umum mapun unsur khusus. 
Unsur umum adalah unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan unsur khusus 
hanya ada dalam jarimah-jarimah tertentu
38
. Adapun unsur-unsur jarimah incest 
yang merupakan bagian dari perbuatan zina yang dikemukakan oleh para ulama 
ada dua unsur yaitu: 
1. Persetubuhan yang Diharamkan  
Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam 
farji (kemaluan) yaitu telah memasukkan kedalam farji walau sedikit juga 
dianggap sebagai zina. Kaedah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina 
adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada milik sendiri. Dengan demikian 
apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan 
perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walau 
persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum 
haramnya persetubuhan tersebut datang belakangnya karena adanya suatu 
sebab bukan karena zatnya, contohnya seperti menyetubuhi isteri yang sedang 
                                                             
37
 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, cet ke 1 (Banda Aceh: 
Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 25-26. 
38
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Cet. 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2010), hlm. 72. 
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haid, nifas, atau yang sedang berpuasa di bulan ramadhan. Persetubuhan itu 
semua dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.
39
 
Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak 
dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan suatu perbuatan 
maksiat yang diancam dengan hukuman ta’zir walau perbuatannya itu 
merupakan pendahuluan dari zina.  
2. Adanya Kesengajaan atau Adanya Niat yang Melawan Hukum  
Unsur  kedua dari jarimah zina yaitu adanya niat dari pelaku yang 
melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu 
perbuatan  (persetubuhan)  padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhi 
adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang 
mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, tetapi dia tidak tahu perbuatan 
yang dilakukannya haram maka ia tidak akan dikenai hukuman had. Contohnya 
seperti seseorang yang menikah dengan wanita yang sebenarnya mempunyai 
suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah 
dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak akan dikenakan 
pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita 
itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang dahulu.
40
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8. 
40
 Ibid., hlm. 26. 
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Apabila seseorang tidak tahu tentang  fasid atau batalnya suatu 
pernikahan yang mengakibatkan persetubuhan bisa dianggap sebagai zina, 
sebagian ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima 
karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman had. Di samping itu 
suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang 
dilarang oleh syara’. Akan tetapi menurut sebagian ulama lain berpendapat 
bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan untuk mengetahui 
hukum diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan 
ahlinya. Menurut pendapat kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan 
syubhat yang dapat menggurkan hukuman had, tetapi tidak terbebas dari 
hukuman ta’zir.41 
2.4. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Timbulnya Incest 
Pada dasarnya seorang manusia merupakan anggota dari kelompok masyarakat. 
Dimana setiap kelompok bersifat normatif artinya tumbuh norma-norma serta 
tingkah laku yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Salah satu 
penyebab terjadinya suatu kejahatan yang termasuk dalam perbuatan incest adalah 
kemiskinan dan kesengsaraan dimana sangat berpengaruh terhadap jiwa manusia 
yang dapat membuat seorang menjadi tumpul serta ketidak beradaban. 
Perbuatan incest merupakan penyimpangan orientasi seksual, perbuatan ini 
dapat terjadi karena pengendalian dan kontrol sosial dari seseorang yang lemah. 
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 Ibid, hlm. 27.  
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Sikap batin manusia dalam persepktif teori kontrol sosial dan pengendalian terdiri 
dari dua faktor yaitu faktor internal  dan eksternal.
42
 Di antaranya meliputi faktor 
Internal yaitu biologis dan psikologis, dan faktor eksternal yaitu meliputi faktor 
keluarga, tingkat kurang pemahaman tentang agama, lingkungan sosial dan 
budaya, pengaruh media massa dan teknologi.
43
 
1. Adapun faktor internal adalah faktor yang muncul karena adanya dorongan dan 
kemauan dari individu itu sendiri. 
a) Faktor Biologis  
Biologis yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan 
ketidakmampuan pelaku mengendalikan nafsu seksnya sehingga dapat menjadi 
penyimpangan seksual yang ditandai tingginya keinginan untuk melakukan 
hubungan seks dan sulitnya mengontrol keinginan seksual tersebut. 
a) Faktor Psikologis  
  Psikologis adalah pelaku memiliki kepribadian menyimpang seperti 
kurangnya rasa kepercayaan diri, memiliki gangguan emosional mudah marah, 
maka kemampuan pengontrolan diri atau penguasaan diri akan terlambat, 
sehingga mudah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma 
yang ada dalam lingkungan masyarakat.
44
 
                                                             
42 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, (Jakarta: Rajawali,1984), hlm. 42-43. 
43
 Ahmad Salaby, Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam, (Selangor: Penerbit, 2001), hlm. 
59. 
44 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, cet ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82. 
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2. Faktor Eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yang dapat 
mendorong melakukan hubungan seksual 
a) Faktor ekonomi keluarga  
Tingkat ekonomi yang rendah yang mempunyai keterbatasan pendapat 
yang dapat mempengaruhi cara pandang dan rendahnya tingkat pendidikan 
yang dapat menimbulkan dampak terhadap keluarga yang mudah terpengaruh 
dalam melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari 
perbuatannya. Salah satunya yaitu dimana kemiskinan sangat berpengaruh 
terhadap jiwa manusia yang dapat memicu terjadinya pelaku incest, jenis 
lainnya yaitu kesengsaraan, dimana pikiran tumpul sehingga akan timbul 
suatu kejahatan. 
b) Kurangnya pengetahuan tentang agama 
Secara umum kurangnya mengenal agama sehingga mendorong 
seseorang itu dikuasai oleh nafsu dari pada menggunakan akal fikiran yang 
waras. Karena keadaan iman yang lemah merusak akal fikiran disebabkan 
perkembangan teknologi dan komunikasi seperti media sosial, Handphone, 
Televisi. Kurangnya pendidikan agama yang menyebabkan keluarga tidak 
mengamalkan tuntutan syariat yang dianjurkan oleh Islam, seperti anak 
perempuan dewasa tidur dalam satu kamar yang sama, namun jika nilai 
keislaman ini tidak diamalkan maka ia akan mendorong kepada incest. 
Kebodohan terhadap ajaran Islam, sehingga akhirnya meremehkan aturan-
30 
 
 
  
aturan baik perintah maupun larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan 
Rasul.
45
 
c) Lingkungan sosial dan Budaya 
        Lingkungan mempengaruhi akhlak individu dalam masyarakat dalam 
arti mendorong perkembangan aspek lain. Lingkungan yang mengamalkan 
pengasingan nilai spiritual dari urusan keduniaan biasanya budaya yang 
bersifat sekuler liberal dan meterialistik. Di sini lingkungan bersifat negatif 
terjadi dalam berbagai keadaan.
46
 Seperti perkembangan wisata ala Barat. 
        Tidak adanya batasan antara dua saudara yang duduk berdua-duaan 
ditempat sunyi dan tidak menghiraukan larangan agama dapat membawa 
pada pelaku incest. Pergaulan laki-laki dan wanita yang bebas dengan 
pakaian yang menjolok mata dapat mendorong terjadinya incest. Batas 
pergaulan yang sudah melampaui batas yang dianjurkan yang akan 
menyebabkan sukar mengendalikan nafsu.
47
 
d) Pengaruh media masa dan Teknologi  
Ketika bangsa Indonesia memasuki globalisasi, teknologi informatika  
berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga media cetak dan 
media audiovisual memiliki jangkauan yang lebih luas dari pada sebelumnya, 
                                                             
45 Www.Islam  Masa Kini, Blogspot.com diakses tanggal 6 Januari 2019. 
46
 Faedal Ilahi, Zina: Problematika dan Solusinya, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 46 
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 Ahmad Salaby, Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam, (Selangor: Penerbit, 2001), hlm. 
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akibatnya adalah banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui 
media. Bagi kaum remaja yang belum matang masih kurang memahami nilai-
nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia mereka mudah dipengaruhi oleh 
budaya-budaya luar yang kadang-kadang tidak sepantasnya di contoh oleh 
para remaja.
48
 
Dampak yang ditimbulkan dari media massa bisa beraneka ragam 
diantaranya, terjadinya prilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial 
atau nilai-nilai budaya yang ada, pengaruh media massa baik televisi 
handphone dan internet sering kali disalah gunakan cenderung lebih bersifat 
negatif yang menyebabkan banyak hal yang tidak sewajarnya dilihat oleh 
masyarakat. Bahwa media massa dan keterbukaan dalam globalisasi dunia 
hari ini bisa menyebabkan terjadinya kejahatan secara meluas, banyak hal 
yang tidak sewajarnya untuk dilihat seperti Tayangan video yang tidak 
sewajarnya.
49
 
Berdasarkan uraian di atas, perbuatan incest dapat terjadi dikarenakan 
kurang pengetahuan tentang agama sehingga mudah dikuasai oleh nafsu yang 
tidak berpikir apa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Keadaan iman 
yang lemah dapat merusak akal pikiran yang disebabkan perkembangan 
teknologi dan komunikasi seperti media massa, dampak yang ditimbulkan 
                                                             
48  Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, cet ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 84. 
49 Ibid., hlm 101. 
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dari media massa beragam seperti, terjadinya prilaku yang menyimpang dari 
ajaran Islam, banyak hal yang tidak sewajarnya untuk dilihat dan mengakses 
hal-hal yang bersifat negatif. 
2.5.  Hukuman terhadap Incest  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau 
pembalasan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang.
50
 
Berdasarkan butir 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap 
pelaku jarimah.
51
 Sedangkan  secara umum istilah hukuman adalah 
pembalasan sesuai dengan apa yang dilakukan meliputi hal yang merugikan 
atau tindak kriminal. Istilah hukuman hampir sama dengan pidana, dari 
pengertian diatas dapat dipahami  hukuman adalah suatu permbalasan sesuai 
apa yang telah dilakukan.
52
 
Menurut Abdul Qadir Audah  defenisi hukuman adalah pembalasan atas 
pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.53 
Menurut Sudarto pengertian pidana atau hukuman adalah penderitaan yang 
                                                             
50 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet ke 4 
(Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 511. 
51 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, cet ke 1 (Banda Aceh: 
Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 6. 
52 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 
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sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas 
delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara 
pada pembuat delik itu. Dari defenisi diatas dapat diambil intisari bahwa 
hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa akibat lain yang 
tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang 
berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah 
melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.
54
 
Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi pelaku incest 
berikut menurut  para fuqaha’ tentang zina dengan mahram.55 
1. Maliki, Syafi’i dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa wajib 
dilaksanakan  hudud atas seseorang yang telah melakukan perbuatan zina 
dengan mahramnya. 
2. Hanafi mengatakan, bahwa tidak dikenakan hukuman hudud tetapi dikenakan 
hukuman ta’zir. 
3. Dua orang sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa dikenakan hukuman hudud 
apabila dilakukan perbuatan incest dengan sengaja. 
4. Imam Ahmad, dan Imam Ishak Rahawaih mengatakan bahwa pelaku mesti 
dibunuh dan dirampas hartanya. 
                                                             
54 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet 3 (Jakarta: PT.Eresco, 
1981), hlm. 10. 
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 Al-Khattabi, Ma’alim As-Sunnan, (Beirut: Dar AL-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 284. 
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Larangan incest dalam hukum positif merupakan perdebatan yang 
panjang, meskipun ditemukan beberapa hal yang masih perlu dikaji dari sisi 
pandangan hukum pidana Islam. Pada Pasal 489 RUU-KUHP 2008 telah 
merumuskan: Pasal 489 ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan 
dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga 
sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, di pidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun.
56
 
Incest merupakan salah satu jarimah yang pelakunya harus mendapat 
hukuman. Secara umum, gejala incest adalah suatu penyakit yang amat buruk 
malah lebih buruk dari pada gejala zina biasa, hukumannya sama seperti 
ketentuan hukuman zina. Para ulama juga menjelaskan terdapat dua jenis 
jarimah bagi pelaku zina berdasarkan Al-qur’an dan Hadist, yang 
memberlakukan dua sanksi yang berlainan.
57
 
1) Zina Ghairu Muhsan 
Zina ghairu muhsan ialah yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang 
yang pelakunya perjaka atau gadis. Artinya orang yang belum pernah menikah 
secara sah dan tidak dalam ikatan pernikahan Sanksi bagi pelaku zina (Ghairu 
                                                             
56 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau 
dari Hukum Islam, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93. 
57 Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, cet 1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013),  hlm. 20. 
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Muhsan) dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 
Tahun.
58
 
Pelaku jarimah zina ghairu muhsan secara eksplisit ditegaskan didalam firman 
Allah swt berikut: 
                         
Artinya:“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera (QS.An-Nur: 2). 
Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukkan, tetapi juga 
larangan untuk berbelas kasihan kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi 
hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan 
dapat dijadikan pelajaran berharga. Sedangkan sanski pengasingan pelengkap 
dari cambuk adalah sebagai berikut. 
ر دل اخ نب دي ز نع يض هنع الله ا  نعالله ا لص الله ا لوسر  رم أ هن أ ملسو هيلع
 ز نميفىن   ملونصحي دلجب اع بيرعت و ةئ ام  م  
Dari Zaid bin Khalid AL-Juhani, ia meriwayatkan “ Aku mendengar Rasulullah 
memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk 
seratus kali dan diasingkan selama satu tahun  (HR.AL-Bukhari).
59 
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Sanksi bagi pelaku zina gahiru muhsan adalah di cambuk seratus kali serta 
diasingkan, mengenai waktu pelaksanaannya ulama berbeda pendapat: 
a. Mazhab Maliki  
Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka 
yang melakukan jarimah zina harus dikenai sanksi pengasingan setelah 
dicambuk seratus kali. Pengasingan harus dilakukan selama satu tahun 
ditempat yang jauh dari tanah airnya. Hal ini dimaksudkan sebagai celaan bagi 
pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsunganya perzinaan Adapun 
bagi gadis yang telah melakukan jarimah zina, sanksi pengasingan tidak 
berlaku. Sebab, kalau penghukuman dengan pengasingan dikhawatirkan akan 
mengakibatkan munculnya fitnah. Di samping itu, syariat Islam juga melarang 
perempuan untuk berpergian sendiri tanpa mahram.
60
 
b. Mazhab Syafi’I dan Hanbali  
Kedua Mazhab ini berpendapat pelaku zina ghairu muhsan yang kedua-
duanya berstatus merdeka dan dewasa, maka diberlakukan sanksi cambuk 
seratus kali dan diasingkan ketempat yang jauh. Dengan demikian, mereka 
merasakan betapa sengsara jauh dari keluarga dan tanah air akibat jarimah yang 
telah mereka lakukan. Kedua mazhab ini memberlakukan sanksi pengasingan, 
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baik perjaka maupun gadis. Namun, bagi si gadis harus disertai dengan 
mahram yang akan menemani dan mengurusnya di tempat pengasingan.
61
 
c. Mazhab Hanafi  
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu 
muhsan yang berupa cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat 
dicampuradukkan. Sebab, hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan 
didalam Surah An-Nur ayat 2, kalau hukuman pengasingan juga diberlakukan, 
berarti mengadakan penambahan Nash. Adapun sanski pengasingan hanya 
ditetapkan oleh hadist ahad dimana hadist tersebut tidak dapat 
menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku  zina ghairu muhsan. Mazhab 
ini bertumpu pada pandangan hanifah yang berpendapat bahwa pengasingan 
termasuk ta’zir dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan.62 
2) Zina Muhsan 
Zina Muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus 
suami, istri, duda atau janda, artinya pelaku adalah orang yang masih dalam 
status pernikahan atau pernah menikah secara sah.
63
 
Sanksi bagi pelaku zina (Muhsan) adalah sanksi rajam tidak secara 
eksplisit disebutkan dalam Al-qur’an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui 
ucapan dan perbuatan Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa 
beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-
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 Ibid., hlm. 35. 
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 Ibid. 
63 Ibid ., hlm. 20  
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Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma’ dan tabiin, serta pernah 
dilaksanakan pada masa Khulafa Al-Rasyidin.
64
 
Al-Shubani mengatakan bahwa kelompok Khawarij berkeyakinan kalau 
hukuman rajam tidak termasuk syariat Islam. Mereka mempunyai tiga alasan yang 
menurutnya sangat lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba.
65
 
a. Hukuman rajam terlalu sadis. Jika memang disyariatkan oleh Islam, pasti 
disebutkan didalam Al-qur’an. Namun, semua orang mengetahui bahwa tidak 
ada satu ayat pun didalam Al-qur’an yang menyebutkan tentang rajam. 
b. Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai setengah dari hukuman orang 
merdeka. Kalau yang dibagi dua ini berkenaan dengan jumlah seratus kali 
cambuk tidak ada masalah. Akan tetapi, jika kaitannya dengan hukuman rajam 
yang dilempari batu hingga meninggal, maka tidak dapat dibagi dua. Tidak 
mungkin ada hukuman setengah mati. Dengan demikian jenis hukuman ini 
tidak sah diberlakukan bagi hamba sahaya. 
c. Karena hukuman bagi incest yang tergolong zina bersifat umum, maka 
pengkhususan hukuman bagi muhsan menyalahi Al-qur’an.66 
Ketiga argumentasi kaum Khawarij diatas dibantah oleh Ahlusunnah mereka 
berpendapat sebagai berikut: 
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 Muhammad Ali AL-Shabuni, Rawa’i Al-Bayan  fi Tafsir Ayat Ahkam min Al-qur’an (Beirut: 
Dar Al-Fikr ), hlm. 21. 
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 Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, cet 1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.  
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  Ibid,. hlm 24. 
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a. Tidak disebutkannya hukuman rajam didalam Al-qur’an bukan berarti tidak 
disyariatkan. Banyak ketentuan yang tidak disebutkan didalam Al-qur’an, 
tetapi diuraikan secara jelas dalam Hadist. Allah menyuruh kita untuk 
mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya. Selain itu, kita 
juga yakin bahwa segala aktivitas Rasulullah berdasarkan wahyu, seperti 
firman Allah berikut: 
        ,        
Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. 
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
(Kepadanya).(QS.An-Najm: 3-4). 
 
b. Pendapat kaum Khawarij tentang pengkhususan hukuman rajam dari ayat 
tentang zina yang bertentangan dengan Al-qur’an merupakan kebodohan yang 
luar biasa masih banyak ayat yang harus ditakhsis dengan hadist-hadist nabi.
67
 
      Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina 
muhsan dan bagi pezina ghairu muhsan dihukum cambuk seratus kali serta 
diasingkan selama satu tahun, ketentuannya ditetapkan didalam Hadist, ijma’ para 
sahabat dan konsensus para ulama figh dari kalangan mahzab. 
2.6.   Tujuan Penghukuman Dalam Islam Terhadap Pelaku Incest 
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Hukum adalah suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang 
memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi 
masyarakat. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut 
Islam adalah sebagai berikut.
68
 
a. Pencegahan  
Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak 
mengulangi perbuatan jarimahnya. Agar tidak terus-menerus melakukan jarimah 
tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti 
mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh syariat, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang 
dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang melakukan 
perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap 
yaitu menahan orang yang akan mengulangi perbuatan serta menjauhkan diri dari 
lingkungan jarimah.
69
 
Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran 
terhadap larangan, (jarimah positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti 
pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (jarimah 
positif ) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, 
                                                             
68 Rahmat Hakim,  Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Cet. 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2010), hlm 62. 
69 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, cet 2, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137. 
41 
 
 
  
sedangkan pada keadaan yang kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti 
menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan 
dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya.
70
 
Tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan 
cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari 
batas yang diperlukan, dengan demikian terhadap prinsip keadilan dalam 
menjatuhkan hukuman. Jelas bahwa tujuan pertama yaitu efeknya adalah untuk 
kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahan pelaku dari perbuatan jarimah 
maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram dan damai. Meskipun demikian, 
tujuan pertama ini ada juga efek jera terhadap pelaku.
71
 
b. Perbaikan dan Pendidikan  
Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah 
agar ia menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana 
perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini 
diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi 
jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan 
kebenciannya terhadap  jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah 
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SWT. Kesadaran demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk 
memberantas jarimah.
72
 
Di samping itu, tujuan hukuman adalah untuk mengusahakan kebaikan serta 
pengajaran bagi pelaku jarimah. Dengan tujuan ini pelaku jarimah diarahkan dan 
didik untuk melakukan perbuatan yang baik serta meninggalkan perbuatan yang 
jahat.  Pada tahap ini pelaku suatu tindak pidana atau jarimah tersebut akan 
memandang perbuatan tindak pidana sebagai sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu 
yang menurut agamanya terlarang. Penghentiannya terhadap suatu perbuatan 
pidana tidak hanya karena ketakutan terhadap sanksi duniawi, namun kesadaran 
dirinya bahwa kelak dia akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan 
yang Maha Kuasa.
73
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman  adalah 
membuat efek jera bagi pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi kesalahannya 
sekaligus mendidik pelaku jarimah agar menjadi lebih baik, dan bagi yang akan 
melakukan suatu jarimah dengan adanya hukuman akan menghentikan niat 
buruknya, pentingnya suatu hukuman sebagai upaya memelihara dan menjaga 
kemaslahatan masyarakat. 
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BAB TIGA 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI ADAT DALAM 
PENYELESAIAN PELAKU INCEST  DI GAMPONG LAWE SAWAH 
3.1 Profil Gampong Lawe Sawah  
3.1.1     Keadaan Geografis Gampong Lawe Sawah 
Aceh Selatan merupakan bagian dari beberapa kabupaten yang terdapat di 
Aceh yang dibagi menjadi beberapa kecamatan, dan salah satu dari sekian banyak 
kecamatan terdapat Kecamatan Kluet Timur yang di dalamnya terdapat nama salah 
satu Gampong yang di sebut Gampong Lawe Sawah. Asal kata Lawe Sawah terdiri 
dari dua suku kata yaitu Lawe yang berarti Air/Sungai dan Sawah. Menurut keterangan 
penduduk secara turun-temurun sejak jaman nenek moyang, bahwa di Gampong  Lawe 
Sawah ini Air berlimpah untuk menggarap sawah, dan menurut versi yang lain ada 
pendatang yang merantau ke wilayah sekitaran Gampong Lawe Sawah 
mengungkapkan bahwa bahasa Lawe Sawah berarti sawah yang luas begitulah sejarah 
kata Lawe Sawah. Sedangkan Asal mula gampong Lawe Sawah di awali dengan 
keinginan sekelompok orang dari luar wilayah membangun sebuah pemukiman ratusan 
tahun lalu, yang datang untuk  merantau dan berdagang. 
Gampong Lawe Sawah merupakan salah satu Gampong yang terletak di 
kemukiman Makmur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang jarak 
tempuhnya 7 km dari pusat Kecamatan Kluet Timur. Luas wilayah Gampong Lawe 
sawah adalah 1523 Ha, yang terbagi ketiga Dusun yaitu, Dusun Utama, Dusun 
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Matsisir dan Dusun Tanjung dengan jumlah penduduk 1.037 jiwa, yang mayoritas 
penduduknya bermata pencarian petani, pekebun, berdagang dan sebagian lainnya 
sebagai pegawai kantor baik swasta maupun Negeri. Mayoritas penduduk gampong 
Lawe Sawah dikenal berbahasa Kluet dan masyarakatnya sendiri dikenal dengan suku 
Keluwat.  
Secara Administrasi Gampong Lawe Sawah termasuk di dalam kemukiman 
Makmur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Lawe Sawah 
terdiri dari tiga Dusun, yaitu Dusun Utama, Dusun Matsisir dan Dusun Tanjung. Untuk 
lebih jelas mengenai jumlah dusun dan luas wilayah yang termasuk dalam wilayah 
gampong Lawe Sawah dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
Tabel 3.1. Luas Wilayah Gampong Lawe Sawah 
No 
Nama Gampong dan 
Dusun 
Luas (Ha) 
Jumlah 
penduduk  
Jumlah 
KK 
Lk Pr 
1 Lawe Sawah 1523 Ha 1.037 Jiwa 339 
 
a. Dusun Utama 
b. Dusun Matsisir 
c. Dusun Tanjung 
- 
- 
- 
113 
221 
145 
120 
265 
173 
90 
127 
101 
Jumlah 1523 Ha 479 558 318 
(Sumber Data : Profil Gampong Lawe Sawah Tahun 2017). 
             Kondisi alam yang datar pada Gampong Lawe Sawah sebagian besar dijadikan 
areal persawahan yang ditanami padi. Dengan adanya irigasi yang yang tidak 
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menyulitkan masyarakat setempat dan dapat mengairi areal persawahan dengan baik 
maka dari itu masyarakat setempat melakukan penanaman padi satu tahun sekali.
74
 
3.1.2.   Keadaan Pendidikan Masyarakat 
Pendidikan merupakan modal yang sangat diutamakan dalam menggerakkan 
pembangunan, apabila mutu pendidikan tinggi maka tinggi pula nilai terhadap 
pembangunan yang dicapai suatu masyarakat. Sebaliknya, apabila mutu pendidikan 
rendah, maka rendah pula nilai terhadap pembangunan yang ingin dicapai. Pendidikan 
merupakan suatu dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional 
akan mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 
sendiri serta bersama-sama dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 
Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan mental spiritual 
dan mampu menjawab berbagai problema yang timbul dalam masyarakat. Dengan 
demikian, pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu masyarakat untuk 
menjawab berbagai perubahan yang terus bergulir dari waktu ke waktu. Dalam 
menunjang kegiatan proses belajar-mengajar masyarakat bersama pemerintah telah 
membangun berbagai prasarana belajar bagi putra-putri bangsa, untuk lebih jelasnya 
sarana dan prasarana yang terdapat di Gampong Lawe Sawah dapat dilihat pada tabel 
berikut ini; 
Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan Gampong Lawe Sawah 
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2017. 
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No Lembaga Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Sekolah Menegah Pertama (SLTP) 
Sekolah Dasar (SDN) 
Taman Kanak-Kanak (TK) 
PAUD 
Taman Pengajian Anak (TPA) 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Jumlah total 7 
  (Sumber Data : Profil Gampong Lawe Sawah 2017). 
3.1.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama 
Seperti kebanyakan Gampong di Provinsi Aceh, Gampong Lawe Sawah 
merupakan salah satu Gampong yang seluruh penduduknya 100%  menganut Agama 
Islam (Muslim). Agama merupakan fondasi hidup manusia, dengan agama manusia 
memperoleh kepuasan rohani dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam 
kehidupannya, Agama juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, 
hubungan manusia dengan manusia lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah 
penduduk menurut Gampong Lawe Sawah berdasarkan pemeluk Agama. 
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Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama  
No Dusun Jumlah  
Islam  Kristen Budha Hindu Katolik 
1 Dusun Utama 233 - - -           - 
2 Dusun Matsisir 486 - - - - 
3 Dusun Tanjung 318 - - - - 
 Jumlah 1.037 - - - - 
Pada tabel di atas jumlah penduduk Gampong Lawe Sawah 100% beragama 
Islam. Hal ini sejalan dengan visi misi masyarakat Gampong Lawe Sawah yang akan 
menerapkan Syari’at Islam secara kaffah di Gampong Lawe Sawah, yang juga 
dikuatkan oleh qanun-qanun Gampong. 
3.2 Tahap-Tahap Penyelesaian Kasus Incest dengan Hukum Adat   
3.2.1.  Kasus Incest di Gampong Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur  
Hukum adat merupakan hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan 
kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adat yang dilanggar akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan adat yang berlaku. Penyelesaian perkara 
melalui hukum adat Aceh selalu dijadikan dasar utama pada prinsip keadilan dan 
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kerukunan dalam masyarakat.
75
 Bahwa secara umum masyarakat yang menduduki 
suatu wilayah, memiliki aturan hukum tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Aturan hukum yang hidup di 
tengah-tengah masyarakat atau yang sering di sebut dengan hukum adat. Untuk itu, 
permasalahan yang ada diselesaikan berdasarkan aturan tersebut. Hal ini juga berlaku 
di dalam kehidupan masyarakat Aceh, khususnya pada masyarakat di Gampong Lawe 
Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. 
Salah satu Kasus yang terjadi di Gampong lawe Sawah yaitu kasus pelaku 
sumbang yang diselesaikan secara hukum adat. Proses awal di ketahui pelaku sumbang 
berawal dari mengakunya seorang pelaku, karena ketidakmampuan menyembunyikan 
keadaanya yang sedang hamil tanpa ada suami yang sah, salah satu wali dari pelaku 
melaporkan kepada salah satu perangkat Gampong yaitu Kadus, setelah itu Kadus 
memberi waktu selama tiga hari untuk membuktikan kasus pelaku sumbang betul atau 
tidaknya terjadi, setelah terbukti betul telah terjadi suatu perbuatan pelaku incest, 
Kadus memerintahkan walinya untuk menjemput kedua pelaku untuk diproses di 
tingkat pertama yaitu di rumah Kadus, terbuktinya kasus tersebut dikarenakan para 
pelaku mengaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan.  
Sesuai dengan peraturan adat yang berlaku untuk proses penentuan sidang 
mengenai penetapan sanksi terlebih dahulu Kadus menyampaikan kepada wali yang 
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bersangkutan untuk membayar uang sidang sebesar Rp.250.000/orang uang sidang 
digunakan untuk keperluan musyawarah tokoh adat dan perangkat Gampong. Setelah 
dilakukan pembayaran uang sidang perkara baru akan dilimpahkan ketingkat kedua 
yaitu kepada Keuchik, kasus ini tidak akan disidangkan apabila belum dilakukan 
pembayaran uang sidang terlebih dahulu.
76
 
3.2.2. Tahap Penyelesaian Kasus Incest di Gampong Lawe Sawah 
Penyelesaian perkara melalui hukum adat Aceh selalu dijadikan dasar utama 
pada prinsip keadilan dan kerukunan, penting dijelaskan bahwa secara umum 
masyarakat yang menduduki suatu wilayah, sebenarnya memiliki aturan hukum 
tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Aturan hukum tersebut 
termasuk dalam aturan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Penetapan 
sanksi adat terhadap pelaku incest atau yang sering di sebut di Gampong dengan istilah 
sumbang yang diselesaikan secara adat dengan berbagai tahap. Tahapan-tahapan 
tersebut merupakan salah satu proses yang harus dilakukan sehingga sanksi adat yang 
diberikan kepada para pelaku berjalan maksimal dan pelaku mendapat sanksi sesuai 
dengan ketentuan adat yang berlaku di Gampong Lawe Sawah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lawe Sawah 
menjelaskan, bahwa hukum adat merupakan hukum yang dikenal dalam lingkungan 
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kehidupan masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam suatu Gampong diselesaikan 
terlebih dahulu secara adat, apabila tidak bisa diselesaikan secara adat maka dibawa 
ketempat yang lebih berwenang yaitu di tingkat kepolisian perbuatan yang tidak bisa 
diselesaikan secara adat dan pelaku tidak mengikuti prosedur adat yang berlaku maka 
diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses. 
Dalam hukum adat prosedur penetapan sanksi memiliki beberapa tahapan 
adapun tahapannya adalah, tahap pertama pemanggilan yaitu tahap dimana kedua 
belah pihak dihadirkan untuk dimintai keterangan tentang kejadian yang telah 
dilakukan dihadapan perangkat Gampong dan tokoh adat, ditahap pertama proses 
pemanggilan berlaku selama tiga hari sebelum ada kesepakatan pentuan jadwal 
sidang.
77
 
 Untuk menangani kasus tersebut Keuchik berwenang memanggil para tokoh 
adat Gampong untuk memaparkan kejadian yang telah terjadi dan musyawarah kapan 
penentuan sidang terhadap sanksi bagi pelaku incest. Dalam hal penentuan jadwal 
sidang Tuha Peut berwenang dalam menentukan jadwal kapan dilakukan musyawarah 
dan dilihat dari kesepakatan bersama. Apabila sudah ditentukan jadwal musyawarah 
para tokoh adat dan aparatur Gampong dipanggil untuk ikut serta dalam memutuskan 
sanksi yang sesuai dengan peraturan adat yang berlaku, adapun tokoh-tokoh adat yang 
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terlibat dalam musyawarah terdiri dari.
78
 Keuchik, Imam Chik, Tuha Peut, Sekretaris 
Desa, Kawur, Kadus, Pemuda, Tokoh Masyarakat Salah Satu perwakilan. 
Tahap kedua yaitu pelaku terlebih dahulu penempatan di rumah salah satu 
perangkat Gampong,  adat kebiasaan yang berlaku di Gampong Lawe Sawah yaitu 
untuk perempuan di rumah Keuchik dan laki-laki di rumah Kadus, prosedur 
penempatan sementara kurang lebih berlaku selama satu minggu sebelum dilakukan 
sidang musyawarah, segala kebutuhan pelaku ditanggung oleh kepala desa seperti 
kebutuhan makan, kurang lebih selama satu minggu.  
Tahap ketiga yaitu tahap di mana seluruh perangkat Gampong tokoh adat 
berkumpul di rumah Keuchik untuk musyawarah terhadap penentuan sanksi yang 
sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, mengingat dari perbuatan yang telah 
dilakukan tidak bermoral melecehkan nama baik Gampong juga merupakan perbuatan 
pelanggaran seksual terhadap keluarga sendiri. Setelah dimusyawarahkan dan dilihat 
dari Rantak Rantus adalah peraturan atau undang-undang Gampong terdahulu istilah 
sekarang dikenal dengan sebutan Qanun Gampong.
79
 Hasil kesepakatan musyawarah 
para tokoh adat menjatuhkan sanksi adat dilihat dari Keputusan Musyawarah Rakyat 
Kecamatan Kluet Selatan atau disebut dengan qanun. Qanun  ini berlaku di seluruh 
Masyarakat Kluet Raya termasuk di Kluet Timur. Akan tetapi sanksi yang ditetapkan 
kepada pelaku sumbang terdapat perbedaan yaitu pada sanksi pengasingan mengingat 
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perbuatan yang telah dilakukan jarang terjadi. Adapun hukuman terhadap pelaku incest 
adalah terdapat dalam Bab 5 Pasal 1 tentang Adat Perkawinan pada ayat 11 yaitu: Bagi 
Pasangan Pemuda/Pemudi yang melakukan perzinaan.
80
  
a. Bisa Nikah: Masing-Masing dikenakan sanksi seekor kambing selengkapnya, 
ditambah dengan uang kontan yang ditentukan oleh adat, kemudian dinikahkan 
menurut persyaratan adat. 
b. Tidak Bisa Nikah: Kedua belah pihak dikenakan sanksi adat seekor kerbau 
selengkapnya, dan dipisahkan selama satu tahun. 
Sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku sumbang adalah pada sanksi 
pengasingan berlaku kurang lebih selama 3 tahun kepada pihak laki-laki dan tidak 
ditentukan tempatnya. Setelah selesai musyawarah, pihak yang bersangkutan wajib 
melunasi pembayaran sanksi adat yang telah di putuskan dari hasil musyawarah, 
sanksi adat yang telah diputuskan adalah berupa sanksi seekor kerbau disertai 
dengan kelengkapannya  yang dikenakan kepada kedua belah pihak, ditambah 
dengan uang adat sejumlah Rp.2.000.000/orang, tokoh adat memberi waktu selama 
4 hari untuk melunasi pembayaran sanksi adat, apabila selama 4 hari belum 
mampu membayar maka walinya wajib melaporkan kepada salah satu tokoh adat.
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Berdasarkan keterangan informasi di atas, penulis mengambil kesimpulan 
bahwa hukum adat walaupun sifatnya tidak tertulis namun diakui oleh negara, dan 
hukum negara turut mendukung hukum adat, karena dilaksanakannya hukum adat 
dapat menyelesaikan perkara di desa dan membantu meringankan permaslahan 
yang bisa diselesaikan oleh hukum negara. Adapun tahapannya penulis membagi 
tiga tahap penyelesaian diantaranya:  
1. Tahap pemanggilan 
Tahap pemanggilan yaitu tahap dimana kedua belah pihak dihadirkan untuk 
memberikan informasi tentang kejadian yang telah dilakukan dihadapan perangkat 
Gampong dan Tokoh adat. 
2. Tahap Penempatan Sementara 
Tahap penempatan yaitu tahap dimana kedua pelaku ditempatkan sementara di 
rumah Keuchik dan kadus sebelum dilakukan musyawarah terhadap penentuan 
sanksi. 
3. Tahap Penentuan Sanksi 
Tahap Penentuan sanksi yaitu tahap musyawarah lembaga adat dalam 
penetapan sanksi kepada pihak yang yang melanggar hukum adat. 
3.3 Bentuk-Bentuk sanksi adat bagi pelaku incest di Gampong Lawe Sawah 
Incest merupakan perbuatan yang tidak bermoral atau perbuatan tercela, selain 
dilarang dalam agama juga tidak akan terlepas dari sanksi yang hidup dalam 
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masyarakat yaitu hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat Kecamatan Kluet 
Timur, khususnya di Gampong Lawe Sawah maksud dan tujuan pemberian sanksi adat 
terhadap pelaku incest yaitu untuk menjaga kemaslahatan bersama agar terhindar dari 
perbuatan-perbuatan keji serta dibenci oleh Allah, untuk membuat efek jera bagi 
pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.  
Menurut hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong hukum adat adalah 
hukum yang hidup dalam masyarakat yang apabila salah satu dari masyarakat tersebut 
melanggar dari aturan  maka akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan aturan hukum 
adat yang berlaku. Dengan demikian sanksi yang diterapkan kepada pelaku sumbang 
atau zina dengan mahram sebagaimana sanski adat yang telah ditetapkan baik dalam 
bentuk tertulis maupun tidak tertulis.
81
 
Bagi masyarakat yang melakukan hubungan sumbang akan dikenakan  sanksi 
adat sebagaimana keputusan musyawarah masyarakat Gampong Lawe Sawah sebagai 
berikut: 
1. Uang Sidang 
Bagi para pihak yang melanggar hukum adat sebelum dilakukan proses 
persidangan oleh prangkat Gampong dan tokoh adat terlebih dahulu membayar 
uang sidang sejumlah RP.250.000/orang namun apabila belum membayar 
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maka kasus tidak akan diproses secara adat. Jika tidak dibayar maka akan 
dikucilkan oleh masyarakat segala yang berkaitan dengan keluarga pelaku tidak 
ada rasa kepedulian masyarakat. Hilangnya rasa sosial dari masyarakat 
terhadap pelaku dan keluarganya kecuali dalam urusan fardhu kifayah. Ketika 
ada keluarga pelaku meninggal maka kewajiban sebagian masyarakat muslim 
terhadap muslim yang lain. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang maka 
akan gugur kewajiban bagi yang lain, sebaliknya jika satupun masyarakat tidak 
melakukan kewajibannya maka semua masyarakat akan berdosa. 
2. Masing-masing dikenakan sanski adat seekor kerbau selengkapnya, seperti 
keperluan peralatan untuk masak daging kerbau, untuk beras ditanggung oleh 
pihak wanita, sanksi ini merupakan sanski yang paling berat diantara sanksi 
adat yang lain mengingat perbuatan yang telah dilakukan sangat tercela, selain 
memalukan Gampong juga termasuk pelecehan terhadap keluarganya sendiri. 
Sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan peradatan hanya saja 
terdapat perbedaan mengenai sanksi pengasingan. Tujuan penjatuhan sanksi 
adat adalah sebagai rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. Di kenakan 
sanksi adat seekor kerbau karena kedua belah pihak tidak bisa menikah karena 
ada hubungan nasab diantara keduanya. 
3. Sanksi adat berupa pengasingan 
Sanksi pengasingan selain dijelaskan dalam hukum Islam juga berlaku 
dalam hukum adat, sanksi tambahan bagi pelaku agar merasakan efek jera 
terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Pihak yang dikenakan sanksi 
56 
 
 
  
pengasingan adalah laki-laki yang lebih mampu menjaga diri dan tidak 
ditemanin oleh mahramnya,  pengasingan dilakukan setelah membayar sanksi 
adat tempat pengasingan tidak ditentukan akan tetapi sanksi pengasingan harus 
keluar dari Kecamatan tempat tinggal pelaku, pengasingan berlaku kurang 
lebih selama 3 tahun bahkan sampai dengan 5 tahun tergantung dari hasil 
keputusan musyawarah perangkat Gampong dan tokoh adat, pihak perempuan 
tidak diasingkan karena mengingat dalam keadaan sakit dan bisa 
membahayakan diri. 
4. Kewajiban membayar uang adat 
Dibebankan membayar denda sebagai uang adat yang sifatnya tidak 
tertulis tapi berlaku secara turun-temurun dikalangan masyarakat, yaitu 
sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk kedua belah pihak dikenakan 
Rp.1.000.000/orang.
82
 
Lembaga adat berwenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap peraturan 
hukum adat yang dilanggar dalam kehidupan masyarakat, dalam menjatuhkan 
sanksi para tokoh adat serta prangkat Gampong terlebih dahulu musyawarah 
serta melihat sanksi mana yang pantas dijatuhkan untuk pelaku yangs sesuai 
dengan perbuatan yang dilakukan, jika kesalahan itu lebih besar maka 
sanksinya pun akan semakin besar. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa segala 
peraturan yang hidup dalam masyarakat yang di sering disebut dengan istilah hukum 
adat, hukum yang telah diatur dalam suatu masyarakat apabila dilanggar maka akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, adapun sanksi adat yang 
diberikan kepada pelaku incest yaitu uang sidang sejumlah Rp.250.000/orang, uang 
adat sejumlah Rp.2.000.000/orang, sanksi adat berupa uang sejumlah Rp. 2.250.000. 
ditambah dengan sanksi adat satu ekor kerbau dan diasingkan selama 3 tahun.  
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Incest  
Ketetapan hukum Islam merupakan hukum perundang-undangan berbasis 
syariat yang diberlakukan kepada manusia dengan tujuan untuk mengatur hubungan 
dengan manusia yang dituntut oleh sifat dasar kehidupan dunia agar kehidupan 
menjadi stabil dan berjalan normal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
83
 Islam 
sebagai agama yang memiliki ajaran spritual diharapkan mampu untuk mengatur tata 
hubungan antar manusia.  
Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur’an dan hadist dapat dijadikan 
sebagai pedoman hidup. Syariat merupakan peraturan atau sistem kehidupan islam 
yang berisikan seperangkat ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia baik 
yang menyangkut dengan ubudiyah, akhlak, maupun persoalan jinayah. Islam 
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mengatur berbagai persoalan yang meliputi hubungan manusia dengan Penciptanya 
dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Syariat memiliki tata cara tertentu 
untuk merealisasikan hukum yang terdapat dalam konteks syariat Islam sebagai 
kumpulan ketentuan hukum.
84
  
Para ulama mazhab figh pada dasarnya sepakat untuk menjadikan urf secara 
global sebagai dalil hukum Islam (hujjah syar’iyyah).85 ‘Urf  secara harfiyah adalah 
suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah 
menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.
86
 Dikalangan 
masyarakat, ‘urf sering disebut sebagai adat. Diantara para ulama ada yang berkata, 
“Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”, begitu juga‘urf menurut 
syara’ mendapat pengakuan hukum.87 Urf adalah sesuatu yang berulang-ulang yang 
dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka 
baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” 
mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.
88
 
Sanksi adat terhadap pelaku sumbang atau zina dengan mahram dikenakan 
pemotongan satu ekor kerbau dilihat dari sanksi yang paling berat maka diputuskan 
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sesuai dengan perbuatan pelaku. Sanksi adat adalah sanksi yang telah diyakini oleh 
masyarakat secara turun-temurun sifatnya ada yang berbentuk tertulis ada yang tidak 
tertulis, masyarakat percaya bahwa sanksi adat dapat dijadikan bentuk penyelesaian 
dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana sanksi 
yang berlaku bagi pelaku zina dengan mahram diwajibkan membayar denda dan tidak 
dinikahi karena memiliki hubungan nasab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an 
dan Hadist tentang larangan menikah sesama mahram. 
Sanksi adat  terhadap pelaku incest secara hukum Islam bertentangan karena 
berdasarkan hukum Islam seseorang yang belum menikah melakukan zina maka 
dikenakan hukuman cambuk 100 kali selain dicambuk juga berlaku hukuman 
pengasingan. Sedangkan dalam penetapan sanksi adat di Gampong Lawe Sawah hanya 
menjatuhkan sanksi berupa seekor kerbau yang dikenakan kepada kedua belah pihak 
serta kelengkapannya jelas bertentangan dalam hukum Islam.  Akan tetapi terdapat 
persamaan dengan hukum Islam yaitu pada sanksi pengasingan sanksi pengasingan 
selain dijelaskan dalam hukum Islam juga berlaku dalam hukum adat  ditetapkan 
kepada pelaku yang belum menikah.  
Dalam Islam pelaku zina disebut dengan jarimah maka pelakunya dijatuhi 
dengan hukumun hudud. Islam melarang perbuatan zina karena dianggap perbuatan 
yang tidak bermoral dan diharamkan oleh Allah tanpa memandang pelakunya, baik 
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yang dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun orang yang sudah menikah, 
selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan baik dilakukan secara 
sukarela atau suka sama suka, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran 
seksualitas yang sangat tercela dan diharamkan dalam segala hal.
89
 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa jelas 
ada perbedaan sanksi penjatuhan pelaku sumbang dalam hukum adat yang berlaku, 
hukuman yang diberikan tidak seberat dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 
serta tidak sesuai dengan ketentuan  hukum Islam yang hukumannya sangat pedih. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1   Kesimpulan 
 Kesimpulan yang diproleh dari penelitian penulis mengenai tinjauan 
hukum Islam terhadap penyelesaian pelaku incest dengan hukum adat di 
Gampong Lawe Sawah adalah sebagai berikut: 
1. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus incest di 
Gampong Lawe Sawah secara hukum adat memiliki beberapa tahapan dalam 
menyelesaikan kasus pelaku incest. Tahap pertama  memberikan informasi 
terkait latar belakang terjadinya kasus pelaku incest, tahap kedua yaitu tahap 
penempatan sementara di rumah salah satu perangkat Gampong sebelum 
dilakukan musyawarah terhadap penentuan sanksi. Tahap ketiga yaitu tahap 
penentuan sanksi dengan cara musyawarah perangkat Gampong beserta tokoh 
adat. 
2. Penetapan sanksi adat di Gampong Lawe Sawah hanya menjatuhkan sanksi 
berupa pemotongan seekor kerbau yang dikenakan kepada kedua belah pihak 
serta kelengkapannya, dan diberlakukan sanksi pengasingan bagi zina yang 
belum pernah menikah. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi pemotongan 
seekor kerbau tidak di jelaskan dalam Al-qur’an maupun hadist nabi,  jelas 
aturan hukum adat di Gampong Lawe Sawah bertentangan dengan hukum 
Islam yang berlaku. Akan tetapi dalam sanksi pengasingan  terdapat persamaan 
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dengan hukum Islam yaitu sanksi pengasingan diberlakukan bagi zina ghairu 
muhsan selain dijelaskan dalam hukum Islam juga berlaku dalam hukum adat. 
Dalam Islam pelaku zina disebut dengan jarimah maka pelakunya dijatuhi 
dengan hukumun hudud. 
4.2   Saran 
Saran yang peneliti sampaikan dalam penyelesaian pelaku incest dalam 
hukum adat yang terdapat di Gampong Lawe Sawah adalah sebagai berikut: 
1. Dengan adanya kasus incest menjadi pembelajaran bagi manusia agar tidak 
melakukan perbuatan incest yang dapat merugikan keluarga sendiri. 
Menghindari pergaulan bebas, pengaruh Handphone dan media masasa yang 
dapat disalah gunakan cenderung bersifat negatif. 
2. Sebagai seorang kepala keluarga hendaknya seorang ayah mampu 
mengarahkan keluarga kejalan yang baik serta mendidik anak memantau dalam 
perkembangan ankanya. Untuk mempertahankan keutuhan keluarga hendaknya 
dibutuhkan keterbukaan dalam hal yang positif dan kasih sayang antar anggota 
keluarga. 
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah baik itu provinsi maupun pemerintahan  
kabupaten untuk berperan aktif dalam mengayomi masyarakat dengan baik. 
Bagi aparatur gampong dapat lebih selektif dalam memberikan sanksi yang 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
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